ABSTRAK
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Sejahtera di Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)
ini ditulis oleh Navillia Putri Ramadhani, NIM. 126101212147
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Ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi faktor penting dalam mendukung
keberlanjutan pertanian di pedesaan. Namun, keterbatasan modal petani
menyebabkan praktik utang piutang dalam pembelian pupuk sering terjadi,
terutama secara informal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian
praktik tersebut dengan prinsip-prinsip akad gardh dalam hukum ekonomi Islam,
yang idealnya berlandaskan asas tolong-menolong tanpa keuntungan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang dilakukan oleh
anggota Kelompok Tani di Desa Pucangganak, Kecamatan Tugu, Kabupaten
Trenggalek, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi
Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data berupa, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari
narasumber langsung, yaitu ketua dan anggota kelompok tani, serta didukung
dengan literatur dan dokumen relevan. Analisis dilakukan secara interpretatif untuk
memahami praktik di lapangan berdasarkan perspektif fikih muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang piutang dilakukan secara
informal antara anggota kelompok tani dan pihak penjual, dengan mekanisme
pembayaran dilakukan setelah panen. Namun, praktik tersebut disertai syarat
pembelian pupuk atau pakan dari pihak tertentu yang memberikan pinjaman,
sehingga menimbulkan potensi keuntungan bagi pihak pemberi utang. Secara
hukum ekonomi Islam, praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip gardh,
karena terdapat syarat yang bersifat menguntungkan bagi kreditur. Hal ini
menjadikan akad cenderung bercampur dengan unsur jual beli atau bahkan
mengandung riba tersembunyi. Oleh karena itu, praktik semacam ini memerlukan
perhatian khusus agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan tolong-
menolong yang menjadi dasar utama dalam akad gardh.
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ABSTRACT

Thesis entitled "Review Of Debt Practices In Purchase Of Subsidized Fertilizer
According To Qardh Agreement (Case Study in Bangkit Sejahtera Farmers
Group in Pucanganak Village, Tugu District, Trenggalek Regency) was
written by Navillia Putri Ramadhani, NIM. 126101212147

Keywords: Qardh Agreement, Debt Receivables, Subsidized Fertilizer, Farmers
Group.

The availability of subsidized fertilizer is an important factor in supporting
the sustainability of agriculture in rural areas. However, the limited capital of
farmers causes the practice of debt receivables in purchasing fertilizer to often
occur, especially informally. This raises questions regarding the suitability of this
practice with the principles of gardh agreement in Islamic economic law, which
ideally is based on the principle of mutual assistance without profit. This study aims
to determine how debt receivables practices are carried out by members of the
Farmers Group in Pucangganak Village, Tugu District, Trenggalek Regency, and
reviewing the practice from the perspective of Islamic economic law.

This study uses a qualitative descriptive approach with data collection
techniques in the form of interviews, and documentation. Data were obtained from
direct sources, namely the head and members of the farmer group, and supported
by relevant literature and documents. The analysis was carried out interpretively
to understand the practice in the field based on the perspective of muamalah figh.

The results of the study indicate that debts are carried out informally between
members of the farmer group and the seller, with the payment mechanism being
made after the harvest. However, this practice is accompanied by the condition of
purchasing fertilizer or feed from a certain party that provides the loan, thus
creating potential profits for the lender. In Islamic economic law, this practice is
not entirely in accordance with the principle of gardh, because there are conditions
that are beneficial to the creditor. This makes the contract tend to be mixed with
elements of buying and selling or even containing hidden usury. Therefore, this kind
of practice requires special attention so as not to deviate from the values of justice
and mutual assistance which are the main basis of the gardh contract.
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